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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

masyarakat;

b. bahwa di wilayah Kabupaten Morowali memiliki benda
cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar
budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya
serta objek yang diduga cagar budaya perlu didaftar,
didata, dan dilestarikan secara tepat sehingga dapat
memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat

dan daerah;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kegiatan
register nasional cagar budaya di kabupaten,
pelindungan  hukum  dalam  kepemilikan dan
pPerguasadn cagar buddya Sertd updya peiesidarian cagar

budaya maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten
Morowali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian

Cagar Budaya Daerah sudah tidak memadai dan tidak
sesual lagl dengan perkempangan peraturan perundang-

undangan sehingga perlu diganti;

e. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Cagar

budaya;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

a. bahwa cagar budaya sebagai warisan budaya yang
bersifat kebendaan merupakan anugerah Tuhan Yang
Maha Esa memiliki nilai-nilai luhur yang harus
dilestarikan gund memperkual pengamaeaian rancasiia,
meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian
bangsa dan kebanggaan nasional, memperkukuh
persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan



2.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Foubcuiukar Rabupaicn Buol, Rabupatcn Moiowail
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3900) sebagaimana telah diubah denga.n
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Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,
Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai

Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Republik Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara KRepublik indonesia Nomor 35337)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang C1pta Ker_]a Menjadi
Ulludllb UIIU&:I..I.IE kL.p(.,J.LJ.UGJ.(‘:LIJ i‘bsd.l.a I\byuuun llluUllL«bld
Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

™
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daeran ini yang dimaksud dengarn:

1.

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat
kebendaan berupa benda Cagar Budaya, bangunan agar
budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya,
dan kawasan Cagar Budaya di darat dan/ atau di air
yd_lls pCl 1u L.I.H.Cbl.dl ll\::l.l.l ACUCLdud.d.llilyd Ad.,.l Clict .I'.J.J.Clll.l].lﬂl
nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,
pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui
proses penetapan.

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan / atau
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bergerak berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-
bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan
erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan
manusia.
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Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang
lclbual dail vcuda alaill atdau wocidd budlall udiaiiusia
untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding
dan/atau tidak berdinding dan beratap.

Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang
terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan

L Tealassdaala 1 -

manusia untuk mcmcnuhi kcbutuhan Tuang Kcgatan
yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana
untuk menampung kebutuhan manusia.

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat

dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya,
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Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti
kejadian pada masa lalu.

Kawasan Cagar Budaya adalah suatu ruangan geografis
yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang
letalbnva herdelratan dan /atan memperlihatlan ciri tata
ruang yang khas.

Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya
disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur,
dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai
Cagar Rudava

Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap
Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi
sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik
kepada Pemerintah Daerah atau setiap orang untuk
mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan
fungsi sosial kewajiban untuk melestarikannya.
Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan
dan/atau pengusaan Cagar Budaya dari setiap orang
kepada setiap orang lain atau kepada Pemerintah
Daerah.

. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda,

bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang
geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya
kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya
dimasukkan dalam registrasi Cagar Budaya.

Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya
terhadap benda, bangunan, struktur, situs dan/atau
kawasan Cagar Budaya yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar
Budaya. 18. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk
melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar
Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan rakyat.

. Peiestarian adaian upaya dinamis untuk

mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan
nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan
memanfaatkannya.

Penyelamatan adalah upaya  mencegah dan
Lucumlggulmlgi Cag,cu Buda}a L:.d..l l 1‘;‘31 u.'&d;_\,'d_ll_,
kehancuran, atau kemusnahan.

Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah
Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
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Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar
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Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik
Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya dan struktur
Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian
bahan, bentuk tata letak, dan/atau teknik pengerjaan

vusmbssle e menman el oy s man
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Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai,
informasi dan promosi Cagar Budaya  serta
pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan
adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan
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Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya
untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan
rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan
menurut lraidah dan metnde vang cistematic untul
memperoleh informasi, data dan keterangan bagi
kepentingan  Pelestarian = Cagar Budaya, ilmu
pengetahuan dan pengembangan kebudayaan.
Pelindungan adalah upaya mencegah dan
menangoiilangi  dari  kerisakan = kehancuran atan
kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan,
zonasi, Pemeliharaan dan Pemugaran Cagar Budaya.
Register Nasional Cagar Budaya yang selanjutnya
disebut Register Nasional adalah daftar resmi kekayaan
budava bangsa berupa Cagar Budava vang berada di
Kabupaten.

Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang
ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai
penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang
baru vang tidak bertentangan dengan prinsip
pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya
untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan
masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang
tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai
pentingnya atau kerusakan pada Dbagian yang
mempunyai nilai penting.

Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs
Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai
dengan kebutuhan.

Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar
Budaya dan Register Nasional Cagar Budaya
Kabupaten.

Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli
pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki
SErulikatl Kompetensl uniuk memperikan rekomendasi
Penetapan, Pemeringkatan, dan Penghapusan Cagar
Budaya peringkat Kabupaten.

Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan,
atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong
peicstatian Cagar Dudaya dail Couuct iuialt Dactalil.
Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau
bukan uang dari Pemerintah Kabupaten.

Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok
orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha
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yang berbentuk badan hukum atau bukan badan
LiukuLl.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
LfLuuayaatt.

Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.

Bupati adalah Bupati Morowali.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai

T3 T V\hﬂvrn‘nﬂnﬂnﬂn Darma st e T raluasmat e T ey e o
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memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Kabupaten otonom kabupaten.
Dinas adalah Dinas Kabupaten yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Kahunaten di hidang kebudavaan,

Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini
meliputi:
d. [ugas dan wewenang;
b. kriteria Cagar Budaya;
c. Register Nasional;
d. Pelestarian;
e. Tim Ahli Cagar Budaya;
J'.-. Illbclli.ii.if d'd_l.l. KULLIPCIIbdD]-.,
g. pengawasan; dan
h. pendanaan.

BAB I
TUCAS DAN WEWENANC

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pelestarian Cagar

Budaya peringkat Kabupaten mempunyai tugas:

“o
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pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dengan
memperhatikan kemampuan dan potensi wilayah
Kabupaten;

. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta

meninglratlean kecadaran dan tanggung iawah akan hak
dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar
Budaya;

. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat

menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar
Rudava-

. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar

Budaya;

. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;

menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;

. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan

pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
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h. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam
‘l\cddddll L‘h:l_.l Ll d.i. uui.uk ;JC]J.L:.d, 'Ui:l..l.lsull'd.u., Gi.]. u}\i.l..u 3
situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar
Budaya serta ~memberikan dukungan terhadap
Kabupaten yang mengalami bencana,;

i. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi

b aale -1~ -
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j. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar
Budaya.

Pasal 4

Ty lase manlalranmalr-as +rrev e Da‘or\fnw:r\ﬁ DyvAnvra
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah

berwenang:

a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;

b. mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara

lintag gelrtor dan wilavah Kahunaten;

menghimpun data Cagar Budaya;

menetapkan peringkat Cagar Budaya;

mengajukan pengusulan peringkat Cagar Budaya;

membuat peraturan pelestarian Cagar Budaya;

menvelenggarakan kerinrama kelestarian Cagar Rudava:

. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum,;

melakukan pengelolaan Cagar Budaya;

memberikan penghargaan kepada setiap orang yang

telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;

memindahkan dan/atau menvimpan Cagar Budava

untuk kepentingan pengamanan,

melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan

kepentingannya menjadi peringkat Kabupaten;

m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya
untuk keamanan; dan

n. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses
pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang,
atau musnahnya Cagar Budaya baik seluruh maupun
bagian-bagiannya.

o BECR N0 DuD
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BAB III
KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Benda, Bangunan, dan Struktur

FPasdal 3
(1) Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan
sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,
atau Struktur Cagar Budaya apabila memenubhi kriteria.
(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
LUTiinuL.
a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima
puluh) tahun;
c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan,

—~— —— Aman [mdmas lenlvad e aam ~
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d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian

bangsa.
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Pasal 6
Deuda Cagal Duldya scuagdillidlild diiassud dalail Fasal O
ayat (1) dapat:
a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia
yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa biota yang
dapat dlhubungkan dengan keglatan manusia dan/atau

A e e L.
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b. benda bergerak atau tidak bergerak; dan
c. merupakan kesatuan atau kelompok.
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Pasal 6 ayat (1) dapat:
a. berunsur tunggal atau banyak;
b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam;

dan/atau
ol 'hpfr]nﬂ hpl’\ao

Pasal 8
Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) dapat:
a herminsur h1ngg:-rl atan hanvak: dan /atan
b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud dakan Pasal 6 sampai dengan Pasal

J dlalur dalaml Ferdiurdil Dupdtll.

Bagian Kedua
Situs dan Kawasan

Fasai 10
Situs Cagar Budaya harus memenuhi kriteria:
a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar
Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 11

Kawasan Cagar Budaya harus memenubhi kriteria:

a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang
letaknya berdekatan;

D. Derupd lanskap budaya asii bentukan manusia verusia
paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;

c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada
masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;

d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada
yl UDTD chum;faai.m1 L Uclily :JC]. b}kd:l.d 1l.-li‘.‘lb,

e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya;
dan

f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti
kegiatan manusia atau endapan fosil.
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Pasal 12
Bt:udd, hmlgmxmi, su u.is.i.ul, ]‘..Ui\.d.b].., dlau  satudil luaiy
geografis yang berdasarkan penelitian dinyatakan memiliki
arti khusus bagi masyarakat Kabupaten, tetapi tidak
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
sampai dengan Pasal 12 dapat diusulkan menjadi Cagar
Dudaya.
BAB IV
REGISTER NASIONAL

Draminens Wocntas
e e

Umum

Pasal 13
(1) Bupati bertanggung jawab menyelenggarakan Register
Nasional.
(2) Penyelenggaraan Register Nasional dilakukan ternadap
ODCB:
a. yang dimiliki atau yang dikuasai Setiap Orang;
b. hasil penemuan; dan/atau
c. hasil pencarian.

Pasal 14
Penyelenggaraan Register Nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 meliputi:
Pendaftaran ODCB;

o mam el e 2l e MTHATD.
Ph;l&nu_];mx S UAJ,

Penetapan ODCB;

Pencatatan Cagar Budaya;
Pemeringkatan Cagar Budaya;
Penghapusan Cagar Budaya; dan

A A AALLLALALS AAAAE &R P AAAAAALEAAL L MAMARL o b d e, WAL AL L
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Bagian Kedua
Penemuan dan Pencarian

Paraoraf 1
raragra) 2

Penemuan

Pasal 15

(1) Setiap Orang yang menemukan ODCB wajib melaporkan
temuannya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

(2] Pelapuran penemuan ODCDB  sebagaimdnd  dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditemukan.

(3) Setiap Orang yang menemukan ODCB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa

. L Ly TR (RN, CYWE, (AR PR, U, g TS, R . g
nCpaua pllian iaiil Uillun luclanudnall polapiiali.

Pasal 16
(1) Laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dilakukan secara lisan

Pk S T SR P
CLLEALE L2 Liaki.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dinas membuat laporan penemuan ODCB minimal
memuat:
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identitas pelapor dan/atau penemu;
Il..d_.l.lggdi ycucu;umx,

identitas objek;

tanggal pelaporan; dan

lokasi penemuan.

L S el

TNl 57
1 aaocar 4+

Selain kepada Dinas, penemuan ODCB dapat
dilaporkan kepada Kepolisian Negara Republik
Indonesia di Kabupaten, Pemerintah Kecamatan,
Pemerintah Kelurahan dan/atau Pemerintah Desa.

Vni-nﬂi' 1inn mamk11n"- 1nv\nv~nn OO cohnmrnirmnrn
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dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berlaku secara
mutatis mutandis bagi pembuatan laporan penemuan
oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di
Kabupaten, Pemerintah  Kecamatan, Pemerintah
Kehirahan dan/atann Pemerintah Deca sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kabupaten,
Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan
dan/atau Pemerintah Desa setelah membuat laporan
sehagaimana  dimaksud  nada  avat (9] selanintnya
meneruskan kepada Dinas.

Penerusan laporan penemuan ODCB sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu
paling lama S5 (lima) hari kerja terhitung sejak
diterimanya laporan.

Pasal 18
Dinas setelah menerima laporan penemuan ODCB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) atau
Pasal 18 avat (3) waiib melakukan pengkaijian terhadap
ODCB yang ditemukan.
Pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
a. identifikasi ODCB;
b. wawancara; dan
c. penyusunan laporan hasil pengkajian.
Ketentuan mengenai isi identifikasi ODCB, wawancara
dan laporan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19
Berdasarkan hasil pengkajian terhadap ODCB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Dinas
menyampaikan kembali ODCB kepada penemu untuk
didaftarkan.
Penyampaian kembpaii ODCB sebagalmana dimaksud
pada ayat (1) disertai dengan surat keterangan yang
memuat pernyataan sebagai ODCB atau bukan ODCB.
Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua
yuluh bdi.ui lraul lu.::.ja i.cxhli.uug, acja,‘n 1cq_:u1m1
penemuan diterima oleh Dinas.
Dalam hal ODCB ditemukan di laut, surat keterangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan
kepada Gubernur.
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Pasal 20
(1) Bupati dapat melakukan pencarian ODCB setelah
berkoordinasi dengan Menteri.
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dilaksanakan oleh Dinas.
(3) Setiap Orang dilarang melakukan pencarian ODCB
peringkat Kabupaten kecuali dengan izin Bupati.

Pasal 21

(1) Izin pencarian ODCB oleh Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diberikan
berdasarkan lokasi pencarian.

2) Tolkasi pencarian sebagaimana dimalksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. izin pencarian di darat; dan
b. izin pencarian di air.

Pasal 29
Izin pencarian ODCB di darat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a diberikan untuk:
a. 1zin pencarian ODCB di luar Situs Cagar Budaya atau
Kawasan Cagar Budaya; dan
b. Izin pencarian ODCB di dalam Situs Cagar Budava atau
Kawasan Cagar Budaya peringkat Kabupaten.

Pasal 23
Izin pencarian ODCB di air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (2) huruf b diberikan untuk pencarian ODCB
di sungai, dandau, waduk, sumur, ddan rawa di wilayan
Kabupaten.

Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian ODCB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan
Pasal Z4 diatur dalam Peraturan bupau.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Fasal 25
(1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB
wajib mendaftarkan kepada Bupati kota tanpa dipungut
biaya.
(2) Setiap Orang sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

A~ B T . T T [ Temsnn A e ale T~ T
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melakukan Pendaftaran.

(3) Bupati mendaftarkan ODCB peringkat Kabupaten yang
Dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui
pemiliknya.
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Pasal 26
il} Dupau Wd.JlU LlLCJ.d_h.bcLlld_Adll l'CJ.].LchI.LdJ. il GDCB
(2) Pelaksanaan Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 27
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27 dilakukan dengan mengisi formulir secara manual
dan/ atau elektronik.
(2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal

memuat:

ALALEILA s E s \..-UJ

b loka51 ODCB;

c. identitas pendaftar;
d. riwayat Kepemilikan ODCB; dan
e. uraian singkat ODCB.
(5] Pendaitaran ODCD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disertai dengan:
a. fotokopi identitas diri pendaftar;
b. data ODCB;
c. dokumen pendukung; dan

ATV AT T 1 RS bt
U. wie D jinda udpdl Ulvawda.

Pasal 28
Setelah Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 dinyatakan lengkap, Dinas memberikan tanda

leslobl T dafbnenea daloeo- -l weers 1 mdn mmlie e Tamalaads I
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(satu) hari kerja.

Pasal 29

(1) Dinas setelah memberikan tanda bukti Pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 melakukan:
4. verilkasi UDCD;

b. dokumentasi ODCB; dan
c. penyusunan deskripsi ODCB.

(2) Verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi
ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai
dilarunair dalain jangha waniu paiulg laga o0 (uga
puluh) hari kerja terhitung sejak pemberian tanda bukti
Pendaftaran.

T a1 AN
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Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumentasi, dan
penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (2) dinyatakan benar dan memenuhi syarat,
Dinas menyerahkan dokumen Pendaftaran ODCB kepada
'T' m Ah“ r‘ﬂﬂﬂ"‘ n‘l1Aﬂ A iial ‘1“+I'Ilf !‘I:‘ﬂl)"‘l‘l‘fﬂﬂ ﬁﬂﬁﬂlfﬂ;‘;ﬂﬂ

Budows untul Alsbalon senaliation

Pasal 31
(1) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam Pendaftaran
ODCB.
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(2) Partls1pas1 sebagalmana dimaksud pada ayat (1] berupa
d. lllﬂliluclmd_ll U.].Ul.].\l’dbl deu uuxu1.1.5d.u IkCJ:Jd.ud. lJCLL.I.uL!\.
dan/atau yang menguasai ODCB untuk melakukan
Pendaftaran;
b. memberikan informasi dan/atau membantu mencatat
ODCB;
e o mmm by o 1 Ambmns Anon |~
= AAL\..A].I.LJ(.LL[LL‘. b}.l Uﬂl..i', P\,l;suxxxyula;l lorica, \.-I.C-LKJ..( aLu.u

. melakukan pengawasan terhadap proses Pendaftaran.

a0

Pasal 32
Setiap Orang yang berpartisipasi dalam Pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib menjaga
Keranasiaan data ODCB.

Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai  Pendaftaran diatur
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengkajian

Pasal 34
Pengkaiian ODCB vang berada di wilavah Kabupaten
dilaksanakan oleh Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 35
(1) Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 dilakukan dengan cara:
d. ldenuilkasi;
b. klasifikasi; dan
c. penilaian kriteria ODCB.
(2) Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menentukan:
a. stalus scuagai Cagal Dudaya atau wvunaii Caga
Budaya; dan
b. peringkat Cagar Budaya.
(3) Dalam melakukan Pengkajian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu

~la As Thien
[orteie u;xxm L Bcu.x;uuul et Lr11a0.

Pasal 36
(1) Berdasarkan hasil Pengkajian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35, Tim Ahli Cagar Budaya mengeluarkan:

~ Fa]r(\‘r’ﬂoﬂr‘ﬂ(“I Darnatanns ctatiie MMTAR mmarninds Tamne
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Budaya; dan
b. rekomendasi peringkat Cagar Budaya.
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada Bupati untuk Penetapan status Cagar

Ruidava dan ?Pﬂpﬂfl'lﬂﬁ nerinolat Cacgar Riidava
T T It R R . el 0

Pasal 37

Dalam hal berdasarkan hasil pengkajian oleh Tim Ahli
Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ditemukan ODCR  vang memiliki  arti khusus  hagi
masyarakat atau bangsa Indonesia tetapi tidak memenuhi
kriteria Cagar Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya
mengeluarkan rekomendasi Penetapan status dan/atau
peringkat kepada Bupati.
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Bagian Kelima
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Pasal 38

(1) Berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Bupati
amm mam mdemamlmm am mbmde e ATROT) e mcmla DL T a vmee Thee e o~
J.J.J.Lr.l.l.\.-l—ﬂtlna.l..l. LAY WL S LAI.L.IJ.JDI.\.J.I. UC&EC.LL uuua‘ya Licril
menentukan Cagar Budaya peringkat Kabupaten
melalui keputusan.

(2) Dalam hal ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan benda, struktur, bangunan, atau lokasi

rrAa ey v omindl hnamins A Qitraem MAamrnr RarvAdasrn mtmaa
a LA LA A aanan 2 -~ A LA
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Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan, Bupati
mengubah keputusan Penetapan status Situs Cagar
Budaya atau Kawasan Cagar Budaya peringkat
Kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar

Riidayra
saaave

Pasal 39
Cagar Budaya peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 apabila memenuhi syarat:
a sehagai  (Cagar Rudava vang dintamakan antuk
dilestarikan dalam wilayah Kabupaten;
b. mewakili masa gaya yang khas;
c. tingkat keterancamannya tinggi;
d. jenisnya sedikit; dan/atau
e. iumlahnya terbatas.

Pasal 40

(1) Keputusan Penetapan status Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 minimal
memuat nama dan alamat Cagar Budava.

(2) Keputusan Penetapan status Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
lampiran yang memuat:

a. identitas Cagar Budaya;

b. deskripsi Cagar Budaya;

c. kriteria Cagar Budaya; dan

d.nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar
Budaya.

(3) Identitas Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a minimal memuat batas, koordinat, peta,
dan/atau foto.

(4) Deskripsi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (21huruf b minimal memuat ukuran, bentuk,
bahan, dan warna.

Fasal 41
Keputusan Bupati tentang peringkat Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 minimal memuat:
a. nama Cagar Budaya;
b. alamat atau lokasi Cagar Budaya;
. pcxiugkdi. Cascu Buda_ya, Uaul
d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya
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(4)
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Pasal 42
Dalauwu lial pcxhxgkui Cagm Buduyu pcllu. diuball, Buydﬁ
dapat melakukan perubahan berupa:
a. kenaikan peringkat; atau
b. koreksi peringkat.
Perubahan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat

1V 321l nleonce nacdacaclenaa.
|1) Lu@anUnaLl ULl UAoal nall.

a. hasil evaluasi Tim Ahli Cagar Budaya; atau
b.usulan Bupati dan rekomendasi Tim Ahli Cagar
Budaya.

Daecnl A2

Bupati menyampaikan Penetapan status Cagar Budaya
dan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ke dalam Register Nasional untuk
dilakukan Pencatatan.

Pencatatan Cagar Budava sebagaimana dimalsud pada
ayat (1) dilakukan untuk memperoleh nomor Register
Nasional dari Menteri.

Untuk  memperoleh  nomor  Register  Nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati
melamnirkan  Kennfiisan Runati  tentang Penetanan
status Cagar Budaya dan Keputusan Bupati tentang
peringkat Cagar Budaya.

Pasal 44
Setelah Cagar Budava tercatat dalam Register Nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bupati
menerbitkan :
a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
b. surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti
vang sah.
Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada pemilik Cagar Budaya dalam
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja
terhitung sejak diterbitkan.
Surat  keterangan = Kepemilikan Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
diubah sesuai dengan Pengalihan Kepemilikan Cagar
Budaya.
Dalam hal terdapat Pengalihan Kepemilikan Cagar
Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati
menerbitkan surat keterangan Kepemilikan Cagar
Budaya yang baru.
Selain menyampaikan surat keterangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Bupati menyerahkan juga
salinan Keputusan Bupati tentang Peringkat Cagar
pbudayd.
Bagian Keenam
Penghapusan

Pasal 45
Bupah dﬂPdi. Llltllgubu}.‘hd.ll Pcughapubml Cagm Budayd
kepada Menteri.
Dalam hal Penghapusan Cagar Budaya telah dilakukan
oleh Menteri, Keputusan Bupati tentang Peringkat Cagar
Budaya tidak berlaku.
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Pasal 46
Dupail iwculudakiailjull Fouglldpusall Cagal budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan
menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Cagar Budaya.
Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud
a.surat keterangan mengenau Pencabutan surat
keterangan status Cagar Budaya; dan
b. surat keterangan mengenai Pencabutan surat
keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.

Charnt lratAarAanman anabhamrmAatransa Aimanalrarrd smanda Avrads (M)
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diberikan kepada pemilik dan/atau yang menguasai
Cagar Budaya yang sudah dicabut statusnya.

Pasal 47

Cacar ‘;!11(‘61!9 vang ctatiienya  talah Aﬂ—\nnno r‘-:n-;
287 3

— R e e avasa  vessat e

Register Nasional dapat dldaftarkan kembali apabila:
a. Cagar Budaya yang hilang ditemukan kembali; atau
b. terdapat kesalahan pada hasil kajian atau Penelitian
terdahulu.
Pendaftaran kemhali dnpnf Hinjnltnn nleh R‘llpnﬁ atan
Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar
Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan
Pasal 28.

Bagian Ketujuh
Pengalihan Kepemilikan

Pasal 48

Cagar Budaya di Kabupaten yang telah dicatat dalam
Register Nasional yang dimiliki oleh Setiap Orang dapat
dialihkan Kepemilikannya.

(1)

(2)

(3)

(1)
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Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 dapat diberikan kepada:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah;

e leat lasslonvenn ~ -~ ~ i
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d. Setiap Orang.

Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara
diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan,

Ais1inl Airmrarnts =am Ann latary manatnrsns atarr saitiienn
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pengadilan.

Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50
Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan setelah
mendapatkan izin dari Bupati kecuali Pengalihan
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Kepemilikan Cagar Budaya melalui penetapan atau
putuseall polgadilall.

Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilengkapi dengan surat keterangan status Cagar
Budaya dan surat keterangan Kepemilikan Cagar
Budaya.

Pasal 51
Bupati melakukan verifikasi administratif terhadap
permohonan izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
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pada ayat (1), Bupati menerbitkan izin Pengalihan
Kepemilikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat
belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin
diterima.

Dalam hal bherdasarkan hasil verifibasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) permohonan izin Pengalihan
Kepemilikan ditolak, Bupati memberikan alasan
penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada
pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat
belas) hari keria terhiting seiak nermohonan  izin
diterima.

Pasal 52

Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 wajib dilaporkan oleh pemilik baru Cagar
Buddya kepadda Bupail.
Laporan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
surat izin Pengalihan, surat keterangan status Cagar
Budaya, dan surat keterangan Kepemilikan Cagar
Dudaya.
Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pemilik baru Cagar Budaya juga harus melampirkan:
a. surat keterangan ahli waris untuk Cagar Budaya yang

diwariskan;

§ ) LRETOvCRI e | S—— fatluals b Vi i Thaaied omcve .
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dihibahkan;

c. surat perjanjian tukar menukar untuk Cagar Budaya
yang ditukarkan;

d. surat pernyataan dari pemberi hadiah untuk Cagar
D'I‘Il']f"‘ TOY YITOAVIYCY .I"] ]"ﬂl“1f’)]"‘l’ﬁﬂ
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e. surat perjanjian jual beli untuk Cagar Budaya yang
dijual; atau

f. surat berita acara pemberian ganti kerugian untuk
yang diganti rugi.

Dalam hal Pengalihan Kenemilikan Cagar Rudava

melalui penetapan atau putusan pengadilan, laporan

Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan dengan melampirkan:

a. surat keterangan status Cagar Budaya;

h. surat keterangan Kenemilikan Cagar Rudava; dan

c. salinan penetapan atau putusan pengadilan.
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Bupati berdasarkan laporan Pengalihan sebagaimana
dutaksud pada  ayai (1] wcnindakiajuil  deogeadl
menerbitkan surat keterangan perubahan status
Kepemilikan Cagar Budaya dan perubahan nama
pemilik Cagar Budaya dalam Register Nasional dalam
]angka waktu palmg lama 7 (tuluh] hari kerja terhitung

.
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PELESTARIAN

Dagian Kesaiu
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Pasal 53

Pelestarian Cagar Budaya peringkat Kabupaten meliputi
Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar
Budaya di darat dan di air.

Bupati bertanggung jawab dalam Pelestarian Cagar
Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Setiap Orang dapat berperan serta melakukan
Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada

ayat {1}

Bagian Kedua
Pelindungan

i~ mmm reame £
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Umum

Pasal 54
Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (1) bertujuan untuk
mempertanankan — keberadaaniya — darl  ancaman
kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang
disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan
manusia.
Bupat1 dan/atau Setlap Orang wa_]lb mehndungl Cagar
uuuu_ya Jd..l.is uuuuuu U.clllf dl.du ulhudbdlll}d
Setiap Orang dapat berperan serta melakukan
Pelindungan Cagar Budaya yang bukan dimiliki
dan/atau dikuasainya.
Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud

A mrrmt (1) e i A Avremt (DY AT AT1s1-
preaaca c.l_yuL | 4] Dousipran uuan&nu GyuL |w) GiliGMMnall ouvool o

terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 55

Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 berupa:

a. Fenyeiamadai;

b. Pengamanan;

c. sistem Zonasi;

d. Pemeliharaan; dan

e. Pemugaran.
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Paragraf 2
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Pasal 56
Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 huruf a dilakukan oleh:
ﬂ. ]Juk.l(-lt.l., dml!’ﬂl_au
b. Setiap Orang.
Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk :
a. mencegah kerusakan karena faktor manusia

rlnv- fn+r-n‘ AlAaes vramer maanmanlsihatlran hamithnlsmrn
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keaslian dan nilai nilai yang menyertainya; dan
b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan
dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan
ﬂP!"I‘ﬂr“:-lﬂﬂ' indanaoan
Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan
biasa.

Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud
pnr{n avat {I} hiimif a dilaksanakan nleh Ninas

Pasal 57
Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 dilakukan dalam:
d. Keadadn vlasa; ddil
b. keadaan darurat.
Keadaan biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan kondisi yang berpotensi mengancam
kelestarian Cagar Budaya
I\.LG.UQUJL L.ldJ. L.U.d.l. bcuasmnlmxa. mluanbuu PCI.U.CI. d._ycl.l ll’
huruf b merupakan kondisi yang mengancam
kelestarian Cagar Budaya.

rernae Daadavem AnTaen lranndane hinas Ao
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dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 dapat dilakukan terhadap Cagar Budaya yang
terdapat di darat dan di air.

Penyelamatan Cagar Budaya di darat sebagaimana

Airmalrerid madn avat (1) rl lalvilran Aanoaan ~raras
GIINANERU PAGA QYA |4 Lldaaaldll Goigall Cala.

a. pemindahan;

b. penyimpanan,;

c. pendokumentasian; dan/atau

d. membangun pelindung.

Dpﬂvp‘lnmn'l'gﬁ ("ernr 'l:lnrlgvn di  air qphnun1mnﬂn
chmaksud pada ayat (1) dllakukan dengan cara:

a. pengangkatan;

b. pemindahan;

c. penyimpanan; dan/atau

d pendokumentasian

Ketentuan lebih lebih lanjut mengenai Penyelamatan
Cagar Budaya di darat dan di air sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam
Peraturan Bupati.
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Paragraf 3

™
rcL Lsuuxm laul

Pasal 59
(1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 huruf b dllakukan untuk menjaga dan

—— o - e e e L Tt e
un..:.l.\..usu.u. thJu\.&M&! @ n\.smm;&m;, Fa ST uammx,

kehancuran, atau kemusnahan.

(2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberi
pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkan pada

tormamnt IO Y toarhindns A YO STOTL T O Al Arme
P Jasam, Mhd A Adastndtas AL & B s v TS .

manusia.

Pasal 60

(1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
dilakukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai (,agar
Budaya dengan pendanddan ditanggung oiein pemiiik
dan/atau yang menguasainya.

(2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan oleh juru pelihara
dan/ atau pol1s1 khusus yang diangkat oleh Bupatl

~2) I‘LCLC].J.I.UCLI.I l.LULI.I. .I.G.J.I.JLU.. .l.J.I.(.-IJECLLCU. I:.)Cld..l\bd.l.l.d.all
Pengamanan oleh juru pelihara dan polisi khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Thea st £ 1
i QAocr v

Dalam hal pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya
tidak mampu melakukan Pengamanan, unit organisasi
pada Dinas dapat memberikan bantuan berupa juru
pelihara dan/atau polisi khusus.

Pasal 62

(1) Dalam hal kegiatan menyimpan dan/atau
menempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
ayat (2) menyebabkan terjadinya pemindahan dan/atau
nemisahan Cagar Rudava pemililk Cagar Rudaya atan
yang menguasainya harus mengajukan izin pemindahan
dan/atau pemisahan kepada Bupati.

(2) Bupati melalui Dinas melakukan verifikasi terhadap
pengajuan permohonan izin pemindahan dan/atau
nemisahan sebagaimana dimaksnd nada avat (1)

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lampiran permohonan
izin dan tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan
Bupati.

Pasal 63

(1) Dinas melakukan pembinaan dan/atau pemantauan
terhadap Pengamanan Cagar Budaya.

(2) Dalam hal pemilik dan/atau yang menguasai Cagar
Budava tidak melakukan Pengamanan sesuai standar
Pengamanan Cagar Budaya, Dinas dapat mengambil
alih Pengamanan dengan pendanaan ditanggung oleh
pemilik dan/atau yang menguasainya.
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Pasal 64
{1} SC'LI.!:[P Ol ﬂ..[.ls \ll:l.u_l mig uxcu.tbu.wu Cdsd.l. Buda_ya kC ium
wilayah Kabupaten kecuali dengan izin Bupati.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan untuk kepentingan:
a. Penelitian;
L. promosi kcbudayaan; aan//atau
e

. pameran.

Pasal 65

(1) Izin untuk membawa Cagar Budaya ke luar wilayah
Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat
(i) disampaikan meidiul permononan izin  kepada
Bupati.

(2) Bupati melalui Dinas melakukan verifikasi terhadap
permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai  persyaratan
pel l.l.].UllUllml. ]...L-J...N. \:Lﬂ..ll Lde Lala VCliﬁkﬂbi btbdsdilllmld
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
Peraturan Bupati.

Paragraf 4

- b w— -
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Pasal 66
Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 huruf c¢ dilakukan dengan menetapkan batas

lraliiancnn Anv Darmnnfantan mainrma mmalalias cictarm Tannos
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berdasarkan hasil kajian.

Pasal 67

(1) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65

dapat terdiri atas:

d. Zond 1;

b. zona penyangga;,

c. zona Pengembangan; dan/atau
d. zona penunjang.

(2) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
iLcl upa.ixml arca Fcli.ut..‘\uugd.u uleutta  wutuk J.ucujdga
bagian terpenting dari Situs Cagar Budaya dan/atau
Kawasan Cagar Budaya.

(3) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b merupakan area yang melindungt Zonalnti.

Zona Pongombbangan scbagaimana dimansud pada ayat

(1) huruf ¢ merupakan area yang diperuntukkan bagi

Pengembangan potensi Cagar Budaya.

(5) Zona penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d merupakan area yang diperuntukkan bagi

——
-
—

nnnnnnn tam  anvrara Arrm  mracarann mamiInanana cartn
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untuk mendukung kegiatan komersial dan rekreasi
umuim.

Pasal 68

-—
§ -l
[

Sistem Zonasi echagaimana dimalrend dalam Pasal AA
ditetapkan setelah dilakukan pengkajian.

(2) Bupati wajib melakukan pengkajian terhadap ruang
Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.
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(3) Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud
pada ayatl (1), Dupall wciibatkail.
a. kementerian/lembaga terkait; dan
b. akademisi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistim Zonasi diatur
dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pemeliharaan

Pasal 69

YV Qatimnm MNMirnrer xvrmiih rmarmalilaara Marcnr Dradasra Trov e
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dimiliki dan/ atau dikuasainya.
(2) Bupati bertanggung jawab memelihara Cagar Budaya
yang dimiliki dan/atau dikuasainya.

2

Pacal 7N

(1) Biaya Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 dibebankan kepada pemilik
dan/atau Setiap Orang yang menguasai.

(2) Pemilik dan/atau Setiap Orang yang menguasai Cagar
Rudava vang tidak mampii memhiavai Pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan
permohonan bantuan Pemeliharaan kepada Bupati,
disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari
pejabat yang berwenang.

(3) Ketentuan lebih laniut mengenai tata cara pengaiuan
permohonan bantuan Pemeliharaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pemugaran

Pasal 71
Pemugaran dilakukan oleh:
a. Bupati; dan/atau
b. Setiap Orang.

Pasal 72
Pemugaran oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 huruf a dilakukan setelah berkoordinasi dengan
Menteri.

Pasal 73
(1) Pemugaran oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 huruf b dapat dilakukan setelah
mendapatkan izin Bupati.

I Mo ~ e e e v o e T e 2 am o amm | T P Thewom il
[ B e e e [(FEYINEY.N .uu..xu.l.;\,uu;t.a.; dleibtrd v pras

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:

a. identitas pemohon;

b. identitas Bangunan Cagar Budaya dan/atau
Struktur Cagar Budaya yang akan dipugar; dan

h "Tﬂ‘ﬂﬂ! ﬁﬁ}ﬂlrﬁﬂﬂﬂﬂﬂ Damiimarar
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(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan:
a. fotokopi Keputusan Bupati tentang Penetapan Cagar
Budaya yang dilegalisir;



(1)

(2)

(3)

(4)

292

b. fotokopi surat keterangan Kepemilikan Cagar
Dudaya yaiig ulcgalisil,

c. dokumen studi kelayakan untuk dapat dipugar;

d. dokumen rencana studi teknis dan rencana
Pemugaran;

e. dokumen informasi Tenaga Ahli Pelestarian yang
D - e T b .

AQnalr lrviijacas B aaii

f. surat keterangan pendanaan.

Pasal 74
Bupati melalui Dinas melakukan verifikasi terhadap
permohonan izin Pemugaran sebagaimana dimaksud
ddiam FPasal 72.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip
keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta
1 IJ-.ICLE‘I. Llidj-. yallg xuclckul j)d.l..‘ld. Cdsd..l B l..l.Lid._'y (=1 k}.d..ll
masyarakat.

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati menerbitkan izin Pemugaran
Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lama 14

fneamemnd lanlamn) 1 Trmeetm el ld ~1- wramm L
(Liipral weiay) itaii n\f;Ju. L\ullulysz ouu.n. yuxxxxu;xu;u..u:. iZai:

diterima.

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) permohonan izin Pemugaran
ditolak, Bupati memberikan penjelasan alasan

mannlalran hnnn-rfﬂ martira o eeae marnnlalras lrannda~
r e ek Bk k. e R e ‘-!‘- hu.‘um‘bma r\!‘-‘\-’L\-ﬂ-‘bM“ “‘ir“u“

pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat
belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin
diterima.

Pacal 78

Bupati sebelum memberikan izin Pemugaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 memperoleh kajian teknis dari
unit organisasi pada Kementerian.

Pasal 76

Setiap Orang yang melakukan Pemugaran Cagar Budaya
didampingi oleh unit organisasi pada Dinas.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 77
Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budava dan/atau
Struktur Cagar Budaya dilakukan dengan tahapan:
a. praPemugaran;
b. Pemugaran; dan
c. pascaPemugaran.
Ketentuan mengenai Pemugaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 78
Bupati dapat memberikan bantuan kepada Setiap Orang
yang melakukan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya
dan/diau  Strukiur Cagar Dudaya dengan —card
pengajuan permohonan.
Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
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a. dana; dan/atau
. fasililas.

(3) Ketentuan mengenai pemberian bantuan dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilaksanakan sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

%) Kotentuan monginai pombirian fasiutas scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan
Bupati.

Bagian Ketiga

Danmroarmmhhnrnorns
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Paragraf 1
Umum

Pacal 70

(1) Bupati dan/atau Setiap Orang dapat melakukan
Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (1).

(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
melaknkan Pengemhangan Cagar Rudava setelah
memperoleh izin pemilik dan/atau yang menguasai
Cagar Budaya.

(3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah
memperoleh:

a. izin Bupati; dan
b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 80
Pengembangan Cagar Budava sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 dilakukan melalui kegiatan:
a. Penelitian;
b. Revitalisasi; dan
c. Adaptasi.

Paragraf 2
Penelitian

Pasal 81

(1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf
a bertujuan untuk menghimpun informasi serta
MEeINZUEgKdap, memperdaian, dan menjelaskan niiai niial
budaya.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapatkan izin Penelitian dari Bupati.

(3) Izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dipeiviEil LElGasal nail sulatl peiinviviiail Dupati.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dengan melampirkan:
a. fotokopi identitas pemohon;
b. proposal Penelitian;

- PP E Py Temmman mrme s an e w—— o a ~——— L
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laporan Penelitian dan mempublikasikan hasil
Peneclitian;
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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d. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai

e. fotokopi dokumen perjanjian kerja sama dengan
lembaga pendidikan atau lembaga Penelitian di
bidang arkeologi jika Penelitian menggunakan
metode ekskavasi.

Hetcntuan scbagaimaina dimaxsud pada ayat (o) nural a

dikecualikan dalam hal Bupati merupakan pemilik

dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 82

. . . .
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permohonan izin Penelitian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 80.
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mempertimbangkan:
nilai yang melekat pada Cagar Budaya; dan
b. kemanfaatan hasil Penelitian bagi Pengembangan
Cagar Budaya.
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaknkan dengan melihatkan Tenaga Ahli Pelestarian
Pasal 83
Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 81, Bupati mengeluarkan izin Penelitian
dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
keria terhitung seiak permohonan izin diterima.
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 81 permohonan izin Penelitian
ditolak, Bupati wajib memberitahukan alasan
penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada
pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat
belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin
diterima.
Izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dicabut apabila pelaksanaan kegiatan Penelitian:
a. tidak sesuai dengan tujuan Penelitian; dan/atau
D. menyebabkan Cagar Budaya rusak, nilang, danj/aiau
musnah baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Paragraf 3
Revitalisasi

Pasal 34
Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
huruf b dilakukan terhadap Situs Cagar Budaya dan
Kawasan Cagar Budaya, dengan melakukan kegiatan
yang berupa:
a. iciata Reaivali Tiigst 1uailg,
b. menumbuhkan kembali nilai budaya; dan
c. menguatkan informasi tentang Cagar Budaya.
Dalam melakukan Revitalisasi sebagaimana dimaksud
ada ayat (1), pemilik atau yang menguasai Cagar

I R Tam v s amn mam ol v T e am < e e Tt o s
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(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)
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Permohonan izin Revitalisasi sebagaimana dimaksud
pada ayatl (2] disdauipdilkdil Liciaiul suldl pPeliloiloias
dengan melampirkan:

a. fotokopi identitas pemohon,;

b. gambaran umum Situs Cagar Budaya atau Kawasan

Cagar Budaya;

C. suratl pirsciujuail pliniin aail/atau yaing minguasai
Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar
Budaya bagi pemohon yang bukan pemilik dan/ atau
yang menguasai;

. dokumen rencana kegiatan Revitalisasi;

Thnnil Trasiam Ane Armnren ATali Dalantasinss Anes
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fotokopi  persetujuan bangunan gedung jika
Revitalisasi dilakukan dengan membangun dan
penambahan bangunan.

Pacal Q5

Bupati melakukan verifikasi terhadap pengajuan

permohonan izin Revitalisasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 83.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaknikan dengan mempnertimhangkan:

a. prinsip keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-
nilai yang melekat pada Situs Cagar Budaya dan
Kawasan Cagar Budaya; dan

b. kemanfaatan untuk meningkatkan kualitas hidup
masvarakat dan mempertahankan ciri budava lokal
di Kabupaten.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan melibatkan unit organisasi pada

Kementerian.

Pasal 86

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84, Bupati mengeluarkan izin Revitalisasi
dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 permohonan izin Revitalisasi
ditolak, Bupati wajib memberitahukan alasan penolakan
beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon
dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Paragraf 4
Adaptasi

Pasal 87
Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf
¢ dilakukan terhadap Bangunan Cagar Budaya atau
Struktur Cagar Budaya, dengan melakukan kegiatan
yang berupa:
a. licipcl i.a.hm;kml .I.Lilﬂ..i‘ll;.;':li _ymlg, uu:ic‘nai,
b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
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(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

AR

c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
d. wicuipel laliatinall  gaya alSichiul, RULISUUKSL asit,

dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
Dalam melakukan Adaptasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pemilik atau yang menguasai Cagar
Budaya harus mendapatkan izin Adapla31

T e T . Ta .
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dimaksud dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 85
berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan
perizinan Adaptasi.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 88
Pemanfaatan (Cagar Rudayva cebagaimana dimalend
dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan upaya Pelestarian Cagar Budaya dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemanfaatan Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan
Cagar Rudava harmis sesnai dengan 7Znnasi herdasarkan
pembagian zona yang telah ditetapkan.
Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan untuk
kepentingan:
agama;
sosial:
pendidikan;
ilmu pengetahuan dan teknologi;
kebudayaan; dan
pariwisata.

Moo TR

Fasal 69
Bupati memfasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar
Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.
Fasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) berupa:
(= p\,&uuuxxmx Mi.l,l. .l. \.J.ua..l.ua.cu.mx,
b. dukungan Tenaga Ahli Pelestarian;
c. dukungan dana; dan/atau
d. pelatihan.

Setiap Orang dapat memperoleh fasilitasi Pemanfaatan
hﬁga:- DayvAnsra B e o o A nlraiaAd - le mrret i
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dengan mengajukan permohonan fasilitasi atau
Pemanfaatan kepada Bupati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi
Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya sebagaimana

Aimal-arid r\qﬂa erqf {1} r‘]v':uh'lr AQ]':IY“ DPeratiiran Fh'tpc\h

BAB VI
TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pa<cal ON

Tim Ahli Cagar Budaya bertugas:

a. melakukan pengkajian terhadap ODCB yang didaftarkan;
b. melakukan klasifikasi atas jenis ODCB;

c. merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;
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d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan
©. LICICRULICUUASIKALL FCUZLapUddll Cagdl Duddyd.

Pasal 91
(1) Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah gasal.
(2) Tim Ahli Cagar Budaya minimal berjumlah 5 (lima)
LV 8 CIJ.I.E-
(3) Susunan Tim Ahli Cagar Budaya terdiri atas:
a. seorang ketua merangkap anggota;
b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan

c. anggota.
Ay Tim Alli Mamasr DavAdasr

91 Ahl Cossy Badsen
Bupati.

(5) Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan dan
pemberhentian Tim Ahli Cagar Budaya diatur dalam
Peraturan Bupati.

trnmlrasm Arneann WWAasrartrrons
CLARSARLALL  MALAARLALS ARV RS A L LALILAL L

Pasal 92
Masa jabatan Tim Ahli Cagar Budaya selama 3 (tiga) tahun
dan dapat diangkat kembali.

Paaal O3

(1) Pemerintah Daerah yang belum memiliki Tim Ahl
Cagar Budaya atau belum memiliki jumlah Tim Ahli
Cagar Budaya secara lengkap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (2) dapat mengajukan perbantuan
kepada:

a. Pemerintah Daerah Provinsi;

b. Pemerintah Daerah  kabupaten/kota lain dalam
Provinsi; dan/atau

c. Direktorat Jenderal.

(2) Perbantuan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat
diberikan sesuai dengan jumlah anggota Tim Ahli Cagar
Budaya.

(3) Perbantuan Tim Ahli Cagar Budaya dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat
diperpanjang kembali paling banyak 1 (satu) kali.

(4) Anggota Tim Ahli Cagar Budaya yang diperbantukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 94

(1) Setiap anggota Tim Ahli Cagar Budaya hanya dapat
memiliki paling banyak 2 (dua) keputusan yang berlaku
sebagai Tim Ahli Cagar Budaya.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk keputusan sebagai anggota Tim Ahli Cagar
Budaya yang diperbantukan.

(3) Keputusan sebagai anggota Tim Ahli Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan
sesuai dengan masa berlakunya.
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BAB VII

TRTIMTIARTITATIY T3 A AT TR AvBMOaTIYARATIY A YT
LINOL/IN LAD L/AUN DDUIIVEDT ILINOMWDL

Pasal 95

(1) Bupati dapat memberikan Insentif kepada pemilik
dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah
dilvadaAanitimoiil L u;;xzuu;;&a;: \/G.E,G.l uuu.cl.J [ =

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:

. fasilitas perpajakan berupa pengurangan Pajak Bumi

dan Bangunan;

ndvrAlraas
" RANS ¥ ASARLALIA,

. perbantuan; atau

.bentuk lain bersifat nondana berupa tanda

penghargaan.

(3) Insentif dalam bentuk fasilitas perpajakan sebagaimana
dimalkeud pada ayat (2) huruf a dilaksanalkan sesuai
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(4) Insentif berupa advokasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b diberikan melalui:

a nendamningan hukim:
b. pembelaan hukum; dan/atau
c. nasehat hukum.

(5) Insentif berupa perbantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c terdiri atas bantuan:
a. tenaga teknis: atau
b. tenaga ahli.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan
dan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d diatur dalam
Peraturan Bupati.

juh]

o or

Pasal 96
(1) Bupati dapat memberikan Kompensasi kepada:

a. Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai
Cagar Budaya yang telah melakukan kewajibannya
melindungi Cagar Budaya; atau

b. Setiap Orang yang menemukan benda, bangunan,
struktur, atau lokasi yang ditetapkan sebagai Cagar
Budaya.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

UL upa.

a. uang; dan/atau

b. bukan uang, berupa tanda penghargaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan
dan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud

e L T s e I L L T e e e e I e o T o B o
CALLCL CLY CLL |&) “ilcii il icliciis [CARETN= Ty “t i,
lJ -y ‘ ’ (S 2 4 1 wi L = 1.1(.&

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 97
Bupati  bertanggung jawab terhadap pengawasan
penyelenggaraan Register Nasional dan Pelestarian Cagar
Budaya peringkat Kabupaten.
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Pasal 98

Bupati melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat
yang melakukan Pelestarian Cagar Budaya dengan cara:

a. monitoring; dan

b. evaluasi

Pasal 99

(1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan
Pelestarian Cagar Budaya.

(2) Pengawasan oleh masyarakat dalam Pelestarian Cagar
Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan cara:

a. memantau upaya Pelestarian Cagar Budaya; b.
mencegah terjadinya pelanggaran;

L. mieiitd Uioriast  kepada  stanst  aldu pliak
terkait;

c. memberi masukan terhadap upaya Pelestarian Cagar
Budaya; dan/atau

d. melaporkan terjadinya pelanggaran.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan
penyelenggaraan Register Nasional dan Pelestarian Cagar
Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai
dengan Pasal 98 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDANAAN

Fasal 101

Pendanaan Penyelenggaraan Register Nasional Cagar
Budaya lingkup Pemerintah Daerah bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 102

(1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya dan/atau ODCB
menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah
Daerah, dan masyarakat.

(2) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya peringkat
Kabupaten bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten;

L. liasil Pewanfaaian Cagal Dudaya, dall/ aiau

c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan.
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T AT XT

DRI A

PENYIDIKAN
Pasal 103

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonegia, Pegawai Negeri Sinil Tertentn di linglningan

Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung

jawabnya di bidang Cagar Budaya diberi wewenang

khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

gphﬂgnimﬂnn dimalaind dalam Kitah ”ndﬂﬂg-”nﬂnng

Hukum Acara Pidana.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berwenang:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Cagar Budaya;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang Cagar Budava:

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang Cagar Budaya;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Cagar
Budaya;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen
lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang Cagar Budaya;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana di bidang Cagar Budaya,;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya

darn diperiksa sebagai lersangka alau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang

Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan

jis undcuxg— i..'l_udaugau.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan

kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

g
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(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (Z2) memeriukan tindakan
penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri
Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada
Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 104
(1} Scliap oiaig yang inclaiggai laiailgail inclanunaii

pencarian ODCB tanpa izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (3), dipidana dengan pidana
penjara dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Setiap orang yang melanggar larangan membawa Cagar
Budaya ke Iluar wilayah Kabupaten tanpa izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1),
dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai
KCLCHLUAL Pelaluldil Pel undaig-undangal.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) adalah kejahatan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daciail navupaicii Moiowal nwoinoi + Tauui 2014 cntaing
Pelestarian Cagar Budaya Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Morowali Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0193)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan
Kabupaten ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun
terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
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Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggai a2 Januan 2025

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB
Diundangkan di Bungku
pada tanggal 2 Januari 2025

Pi SEKRETARIS DARRAH KARITPATEN MOROWATT
ttd.

ABD WAHID HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025 NOMOR 03

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH: 103, 10 /2024

Sallidil Sesudi dengan asliyd
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

’ R e
BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt [, IV/b
NIP.19820602 200604 1 005
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PENJELASAN

AFFA
I3 S Vel

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
CAGAR BUDAYA

UMUM

Cagar Budaya merupakan warisan budaya yang bersifat
kebendaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Cagar Budaya
memiliki nilai-nilai luhur sehingga harus dilestarikan guna
memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup,
memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional,
memperkukuh persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Di dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa
Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab
untuk memajukan kebudayaan dengan cara menjamin kebebasan
masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai
budayanya.

Kabupaten memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar
Budava, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan
Cagar Budaya serta objek lainya yang diduga merupakan Cagar
Budaya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya menegaskan bahwa Cagar Budaya adalah Benda Cagar
Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs
Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang memiliki nilai
penting bagi sejarah perkembangan manusia, kebudayaan, ilmu
pengetahuan,  pendidikan, dan agama dalam = kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu harus
didaftar, didata, dilestarikan, dan dikelola secara tepat supaya dapat
memberi manfaat sebesar besarnya bagi bangsa dan negara Indonesia.

Dalam konteks otonomi daerah maka Pemerintah Daerah memiliki
tanggung jawab dalam melakukan pendaftaran, pendataan, dan
pelestarian serta mengelola Cagar Budaya secara tepat dimaksud

sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat
dan pemhnngnnan Knhnpnhﬂn

Di Kabupaten sejak tanggak 27 Agustus 2014 telah berlaku
Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pelestarian Cagar Budaya Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Morowali Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah
Rabupaicu Mutowail Nuiuor 0155). Peratwan Dacialt uil wcugaiur 40
pasal tentang kriteria Cagar Budaya, tugas dan wewenang Pemerintah
Daerah, pemilikan dan penguasaan, penemuan dan pencarian,
registrasi Cagar Budaya, Pelestarian, penyimpanan dan perawatan
Benda Cagar Budaya di Museum, peran serta masyarakat, pendanaan
scita plmbinaan qan pongawasain. liesi poncormatan torhadap
penamaan dan materi muatan Peraturan Daerah menunjukkan
bahwa materi yang diatur sudah tidak memadai lagi dan sudah tidak
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Oleh karena itu,

o rarnmtiam Dasatiisns Maoralh +arcahiid Aamonn Daorntiirnas Thnaral
PPUALEFIALALALALL 4 A AL MAL AL A LAcA LAAl LA MR SAL LALAAECAld 4 LALALLALLes: Areatcaiess
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Kabupaten Morowali tentang Cagar Budaya merupakan kebijakan
Rabupaicil yauy micugaiul sclald LiCiadal Uadll ICUgRap Liaictl o1 sail
Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Adapun lingkup
pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

. tugas dan wewenang;

. kriteria Cagar Budaya;

| P I T I 1.
P AVLELILLL LYagiusiial,

. Pelestarian;

. Tim Ahli Cagar Budaya;

. Insentitif dan Kompensasi;
. pengawasan; dan

oA o
PR AvAAs s,

o~ Uk o=

Selain pengaturan tersebut, Peraturan Daerah juga memuat ketentuan
pidana yang dikenakan pada Setiap orang yang melanggar larangan
melakukan pencarian ODCB tanpa izin, dan Setiap orang yang
melanggar larangan membawa Cagar Budaya ke luar wilayah
Kdbupatien wanpa izin.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jeias.
Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a
Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah
bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak
mungkin dipisahkan dari kesatuannya.
Yang dimaksud dengan verunsur anyak” addaian
bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan
dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "menyatu dengan formasi alam”
adalall St untut yauy dibual Ui atas taualr atau pada
formasi alam lain, baik seluruh maupun bangunan-
bangunan strukturnya.

TTowem -
Laval AL o

Cukup jelas.
Pasal 9
Huruf a



-35-

Lihat penjelasan Pasal 8 huruf a.

v ~1
nuiulr v

Lihat penjelasan Pasal 8 huruf a.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jcias.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas diri pendaftar”
adalah kartu tanda penduduk atau paspor yang
masih berlaku, baik bagi Setiap Orang yang
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memiliki dan/atau menguasai ODCB maupun
Wl Zd LICEald dSLLLE,.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "data ODCB" adalah data
yang memuat nama atau jenis, bentuk, ukuran,
warna, tempat atau lokasi, pemilik atau yang

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung”
adalah dokumen yang berupa rekaman suara,
gambar, foto, film, teks, atau bentuk lain yang

tarlrmnit Aormenn Ahaials Donrndnftaran Arw fatmaa
LAl a4 [ raiene o ran Ak A d LA Lk d MM S [ A b

informasi lain yang diperlukan.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Huruf a

Miilam 1alaa
R T o R

Huruf b
Yang dimaksud dengan "dokumentasi ODCB"
antara lain berupa foto, peta, video, dan/atau
gambar.

Hiirmaf
Yang dimaksud dengan "deskripsi" adalah tindakan
menguraikan kondisi objek Pendaftaran secara
verbal dan lengkap.
Ayat (2)
Cukup ielas

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.
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Pasal 41

Cukup jeias.
Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jeias.
Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Mialmam salan
S MI‘HF J\‘nuuu

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”
adalah Peraturan Menteri tentang juru pelihara dan polisi

Lhusue,

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.



Pasal 62

~ 1 . 4
URuUp Tlas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.
Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74

-38-

Lihat penjelasan Pasal 59 ayat (3).

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.
Pasal 77

Cukup jcias.
Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pacal R1
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
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Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Huruf a
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “Direktorat Jenderal” adalah
direktur jenderal pada Kementerian yang

menvelanoocaral-an TTrmican Pemerintahan Al hidanao
memelenaoarnzan Srasan Yemenmiahan gl naang

kebudayaan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
kebudayaan.

Pasal 92

Cukup jeias.
Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.
Pasal 102

Cukup jcias.
Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.
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Pasal 105

CLI.‘.I.\L,[}J jC].'ci"“j.
Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 0362



